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Abstract

This rescarch is a study of Bugis
Bone society's habit of delaying the
division of inheritance, which is the
subject matter is how the Islamic view of
the delay in the division of inheritance,
in the delay there are many factors that
cause the delay in the distribution of
inheritance and the resulting
consequence, The consequences and
benefits incurre by the delay we may
judge that the delay may or may not be
done by looking from the point of view
of syari. In the preparation of this
research the author uses theological
approach, juridical, sociological,
historical, makasid alsyariah, and
philosophical. With this approach is
supported by data collection through
informants and resource persons by way
of indirect interviews. For socicty, they
do not know about the delay in the
division of inheritance, it's just the
division of inheritance that is done when
they all are ready to receive it without
knowing it is a delay in the distribution
of inheritance, basically some people
only know that the treasure of Father and
Mother is a common property (Balireso)
and the treasure is divided as parents
want. In addition, pecople arc also
familiar with the term
"akkenanrenrengenna  tomatuae” - or
called parents daily hood.

Keyword : Hiyazah, Munasakhah,
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Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam adalah
salah satu aturan yang mengatur manusia
dengan manusia dalam hal harta warisan
(harta  peninggalan).  Hukum ini
mengatur perpindahan harta dari orang
yang telah meninggal kepada orang yang
masih hidup dengan penghitungan dan
pembagian yang rinci. Schingga tidak
serta merta harta yang ditinggalkan
berpindah tangan tanpa aturan yang
jelas, agama Islam sudah mengatur
sedemikian rupa.(Salman, 2006:4)

Proses beralihnya kekayaan dari
yang meninggalkan kepada orang yang
masih hidup, inilah yang diatur hukum
waris. Dalam hukum Islam, ilmu
tersebut dikenal dengan nama Hukum
Waris, Fikih Mawaris atau llmu Fara-id.

Ketentuan mengenai hukum waris

khususnya  di Indonesia ~ masih
menyimpan ~ masalah  di  tengah
masyarakat, karena saat Indonesia

merdeka belum ada ketentuan hukum

nasional yang mengatur  mengenai

masalah kewarisan tersebut. Oleh karena
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itu  untuk menghindari  kekosongan
hukum, berdasarkan pasal 11 aturan
peralihan Undang-Undang Dasar Negara
RI 1945 masih dimungkinkan untuk
KUHPerdata,

hukum adat, dan Hukum Kewarisan

tetap  memberlakukan

[slam yang mana scbelumnya telah
berlaku pasal 131 Indische
Staatsregeling (1S). Hukum Islam telah
mengatur tentang hukum waris, seiring
perkembangan zaman hukum waris
dituangkan dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI).

Hukum kewarisan itu sendiri
merupakan salah satu masalah penting
yang mendapat perhatian khusus dalam
Agama Islam. Allah sendiri di dalam
Alquran sebagai sumber utama hukum
[slam memberikan perhatian Kkhusus
mengenai masalah ini. Hukum kewarisan
Islam ditctapkan Allah secara rinci bila
dibandingkan dengan informasi dan
ketetapan hukum yang lain. Hal ini
diatur secara rinci agar tidak terjadi
perselisihan antara sesama ahli waris
scpeninggal pewaris yang hartanya
diwarisi.

Untuk menghindari  perselisihan
antara sesama ahli waris, Allah lebih
menghendaki adanya musyawarah yang
melahirkan  kescpakatan  yang  tidak

merugikan satu sama lain, walaupun
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aturan sudah tertulis secara jelas dalam
Alquran.

Dalam Islam disyariatkan agar
harta yang ditinggalkan olch pewaris
haruslah berpindah kepemilikan dengan
sendirinya, sebagaimana  discbutkan
dalam azas kewarisan Islam yaitu azas
Ijbari. Pengalihan  harta dari yang
meninggal ke ahli warisnya berlaku
dengan scndirinya, begitupun dengan
azas individual, dimana harta tersebut
dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki
secara perseorangan.

Dalam hal warisan, masyarakat
Bugis Bone masih memegang tcguh
nilai-nilai kemanusiaan dan falsafah
kehidupan, seperti pembagian warisan
berupa harta yang tidak bergerak, anak
laki-laki diberi sawah atau kebun dengan
maksud untuk dikelola agar hasilnya
dapat menghidupi adik-adiknya yang
perempuan dan keluarga lain, begitupun
dengan anak perempuan yang diberikan
rumah, dengan maksud agar dapat
mengurus rumah tanggal dengan baik
sampai dia menikah.

Tetapi dari peraktek pembagian
harta warisan tersebut kadang terkendala
dengan nilai-nilai kemanusiaan scperti
ditundanya pembagian harta warisan

dengan berbagai alasan yang berbeda
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Penundaan harta

pembagian
warisan in masih menjadi perbincangan
yang menarik untuk diteliti, dikarenakan
tidak adanya dalil yang jelas yang
membolehkan atau melarang menunda
pembagian warisan,

Pembahasan

Latar Belakang Terjadinya Penundaan
Pembagian Warisan

Mecnunda pembagian harta warisan

terjadi  dikarcnakan berbagai faktor
antara lain:
. Karena harta pewaris merupakan

sumber penghasilan untuk keluarga

yang apabila dibagi akan
menghilangkan  fungsinya sebagai
sumber penghasilan untuk  hidup
keluarga.

Hal ini disebut dengan istilah

Bugis “Akkenanrengeng "(sumber

penghasilan).  seperti inilah  yang
banyak dilakukan olch masyarakat
Bugis Bone, apalagi harta tersebut
adalah harta yang dapat menghidupi

semua anggota keluarga, tentunya

tidak akan dituntut untuk dibagi,

karcna hal demikian akan
meclumpuhkan perckonomian
keluarga.

pada kebiasaan orang Bugis

Bone, bahwa ketika scorang ayah

cudah tiada, maka ibu lah yang wajib

bekerja untuk menghidupi
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keluarganya, apa bila scorang ibu
sudah tak mampu, maka kewajiban
anak laki-laki tertua atau yang
terdekat yang wajib menghidupi ibu
dan adik-adiknya dan seterusnya.
Kebiasaan seperti diatas banyak
dilakukan yang

usaha atau harta yang

oleh  keluarga

memiliki
dijadikan sumber mata pencaharian,

seperti pabrik padi, sarang burung

walet, toko, dan lain-lain, padahal

yang demikian dapat dibagi tanpa

mengurangi fungsinya sebagai

sumber penghasilan keluarga, seperti

membagi hasil dan usaha yang

dijalani tersebut.

Karena ahli waris masih dianggap
belum mampu mengelola harta yang

diwariskan atau masih belum dewasa.

‘4,J~ -£

11)‘ J.].:- d'“ |
')J)’J +:°)-" G2 Jﬁ))‘: s oS

L‘_;/u \'".-i

Terjemahannya: dan janganlah kamu
serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya,
harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan.
berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan
ucapkanlah  kepada
kata-kata baik.
Nisa/4:5)

mereka

yang (an-
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Dari ayat ini dapat dipahami
bahwa dengan menyerahkan harta
kepada ahli waris yang belum
sempurna akalnya, maka
kemudaratannya akan lebih besar dari
manfaatnya. Dalam Islam
kemudaratan itu harus dihilangkan,
untuk itulah ulama wusul fikih
Ji el
artinya  kemudharatn itu  harus
dihilangkan. (Syakroni, 2006:55)

Hal demikian paling banyak

merumuskan kaedah

dilakukan oleh para janda-janda muda
yang memiliki beberapa anak yang
masih muda dan belum menikah,
biasanya keluarga seperti ini akan
menjadikan seorang ibu sebagai
tulang punggung keluarga dengan
memanfaatkan harta warisan suami
atau dengan yang lainnya.

Alasan paling kuat dari praktik
penundaan pembagian harta warisan
ini adalah bahwa harta peninggalan
terscbut  ditunda  pembagiannya
karena para ahli waris menghendaki
kelangsungan hidup janda atau duda
dan anak-anak pewaris yang belum
dewasa dan belum bisa menghidupi
dirinya sendiri.

Apabila harta warisan tersebut
dibagi sccepatnya setelah pewaris

meninggal  dunia  maka  akan

AL-RISALAH | Juli = Desember 2018

mengganggu kelangsungan  hidup
mereka. Mereka hidup  bergantung
dari hasil harta warisan terscbut, bagi
anak-anak pewaris yang masih kecil,
sangatlah  tidak mungkin  untuk
menghidupi dirinya sendiri tanpa
menggunakan harta orang tuanya
sedangkan ia belum bekerja. Jadi
dengan ditundanya pembagian harta
tersebut, janda dan anak pewaris yang
belum dewasa dapat tetap hidup layak

seperti ketika pewaris masih hidup.

_Merasa malu atau tidak pantas

membagi warisan dikala suami atau
istri dari pewaris masih hidup.

Pada dasarnya harta yang
ditinggalkan oleh pewaris  dapat
segera dibagikan kepada ahli waris,
hanya saja ada rasa ketidak wajaran
ketika ibu atau janda  yang
ditinggalkan masih ada, walaupun
sebenarnya ibu masih mendapatkan
harta peninggalan 1/8 dari harta kalau
ada anak, dan 1/4 kalau tidak
mempunyai anak.

Melihat dari peraturan pada
Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Pasal
I huruf f yang berbunyi “Harta
kekayaan dalam perkawinan atau
Syirkah adalah harta yang diperoleh
baik sendiri-sendiri atau bersamd

suami-istri sclama dalam ikatan
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perkawinan  berlangsung selanjutnya
discbut  harta  bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama
siapapun™ (Departemen Agama RI,
2000:24), artinya bahwa selama tidak
ada perjanjian sebelumnya maka harta
suami merupakan harta istri juga,
sehingga jika ibu/istri masih ada
masih dianggap bukan harta warisan.

Akan tetapi pada Pasal 96
dilanjutkan bahwa “Apabila terjadi
ceral mati, maka separuh harta
bersama menjadi hak pasangan yang
hidup lebih lama™ (Departemen
Agama RI, 2000:13), Pasal ini
menjelaskan  bahwa harta  yang
sebelumnya menjadi harta bersama,
maka akan terpisah dengan sendirinya
apabila suami atau istri telah
meninggal.

Dengan begitu, sebelum harta
warisan dibagi kepada masing-masing
ahli waris, maka harta terscbut
terlebih dahulu dibagi dua, separuh
untuk  janda atau duda, dan
separuhnya untuk dibagikan kepada
ahli waris termasuk janda ataupun
duda.

Dalam keadaan seperti ini para
janda atau duda sebenarnya tidak
perlu ragu untuk membagi warisan,

karena para janda ataupun duda akan
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mendapat setengah dari harta sebelum
dibagi, begitupun ketika harta dibagi.
istri juga mendapat bagian 1/8 ketika
yang meninggalmempunyai anak, dan
1/4 kalau vyang meninggaltidak
mempunyai anak, begitupun dengan
duda, mendapat bagian 1/4 jika yang
meninggalmempunyai anak, dan 1.2
jikayang meninggal tidak mempunyai

anak.

. Para ahli waris tidak sempat

bermusyawarah.

Dalam pembagian  warsan
memang harus  dimusyawarahkan
terlebih dahulu dan menghadirkan
para ahli waris, terkadang harus
menghadirkan orang yang ahli atau
paham terhadap kewarisan, terkadang
juga menghadirkan orang  yang
dituakan yang apabila terjadi kesalah
pahaman terhadap pembagian warisan
dapat dijadikan sebagai penengah.

Dalam pembagian warisan bisa
saja tertunda dengan ketidak hadiran
salah satu ahli waris dengan berbagai
alasan seperti ahli waris berada di
perantauan

Pada persoalan yang demikian
banyak dilakukan oleh para keluarga
yang dimana anggota Keluarganya
adalah seorang perantau atau lndup d

daerah orang lain, biasanya anggota
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keluarga  yvang  seperti  ini akan
kembali menuntut  haknya sebagai
ahli waris ketika telah mengalami
kesulitan  ckonomi  di  tempat
perantauannya,

Para ahli waris merasa malu dan takut

wn

dihujat oleh ahli waris lain

Yang dalam bahasa Bugis
“mitau riaseng makella-kella ivare 'ga
masurn '(takut  dikatakan  serakah).
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa
masih

masyarakat  Bugis  Bone

menjunjung  tinggi

(=

budaya malu
“siri’" sehingga dalam hal warisan
pun, malu untuk diungkapkan atau
dibahas.
Jika persoalan sebelumnya ahli
waris  vang tidak segan untuk
mendapatkan  harta  warisan  lebih
banyak dari yang lain, maka hal ini
justru terbalik, bahkan ahli waris
malu  untuk membagi, jangankan
membagi,  mengungkapkan  hal
warisanpun dianggap tabu, sehingga
para ahli warispun mendiamkan,
pembagian harta waris juga menjadi
tertunda.

6. Para ahli waris bersepakat untuk
mempercayakan kepada salah seorang
ahli waris untuk dikelola sampai pada

waktu yang tidak ditentukan.

AL-RISALAH | Juli - Desember 2018

Hal demikian ini biasanya
dilakukan oleh keluarga yang ahli
warisnya mempunyai profesi yang
tidak sejalan dengan harta yang akan
diberikannya, seperti, sawah, kebun,
kerbau yang diperuntukkan oleh para
ahli waris yang berprofesi sebagai
dosen, guru dan pegawai Kantoran,

sehingga para ahli waris terkesan

tidak peduli dengan harta yang

ditinggalkan olch orang

tua.Sebagaimana  pada  persoalan
sebelumnya, para ahli waris akan
meminta haknya ketika mengalami
kesulitan ekonomi dikemudian hari.

Akibat penundaan pembagian harta

warisan yang terjadi di masyarakat
Bugis Bone

Terkait

pembagian harta warisan yang terjadi di

dengan penundaan

masyarakat  Bugis Bone, terdapat
beberapa akibat atau  dampak yang
ditimbulkannya, diantaranya:
1. Tidak jelasnya data atauw hilangnya
data harta warisan
Dampak negatif atas penundaan

pembagian warisan ini,berbagai kasus

kewarisan menunjukkan bahwa
terangkatnya kasus kewarisan
dipengadilan Agama disebabkan

banyaknya harta peninggalan yang tidak
jelas, atau hilangnya datapeninggalan
ketidak

tersebut, jelasan  harta
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peninggalan  atay hilangnya  data ity

disebabkan tidak tercatatnya ukuran luas

dan jumlah harta peninggalan, dan juga
tidak jelas mana harta yang  sudah
dihibahkan, dan mana harta yang dapal
dijadikan warisan.(Syakroni, 2006:56)

Seperti yang  diungkapkan oleh

secorang  pengacara  yang  sering

mendapatkan  kasus  pertikaian

antar
keluarga dikarenakan harta warisan yang,
tidak jelas yaitu Darwis Alhadjdji, SII.
Mengatakan bahwa:

“Dari kebanyakan kasus yang saya
hadapi, diantaranya adalah  kasus
dimana harta itu sudah terlewat oleh
dua generasi, artinya bahwa yang
berkasus itu adalah masing-masing
anak dari para ahli waris atau cucu,
yang masing-masing menuntut harta
yang tidak jelas kepemilikannya,
apakah dia termasuk harta warisan,
harta yang sudah terjual dimasa hidup
pewaris, atau sudah dihibahkan oleh
pewaris semasa hidupnya. Ataukah
sebagian harta warisan dijual tanpa
sepengetahuan ahli waris yang lain.”

Bahkan dari  ketidak  jelasan

kepemilikan harta ini tidak lagi hanya
menjadi pertikaian antar anak, akan
tetapi  menjadi persoalan  juga pada
tentu  saja

saudara-saudara  pewaris,

saudara akan berpikir bahwa, saudara

akan lebih berhak karena harta tersebut

adalah  warisan dari orang  tuanya.

Dengan  demikian akan menimbulkan
masalah dalam penyelesaian pembagian

warisan dari harta yang akan dibagi,

POSEKERAYAAN PEWARES BN HURUMIGEARA l 4%

bahkan  dure ketdak gelasan - Tt

peninggalon dapat membentkan peloang
kepada ahli wars yang Temah imannya

linrtn

untuk — memanipulase datn

peninggalon tersebut  dan juga i

menimbulkan pertikamn vy

berkepanjonpan schingga menyebablan
siliturrahim

putusnya  hubungan  tali

(Syakroni, 2000:57)

Perkira kewirisan nduluh
persoalan  yang  melibatkan - angpota
anggotn keluarga,  oleh karena 1
personlan  warisan  adalah fermasuk
perselisihan— antar keluarpa,  jiki
perselisiban tersebut — harus sampa
kepada  pengadilan  maka  dampaknya
akan  berimbas  kepada putusnya

hubungan silaturahim diantara ahli waris
dan kelvarpa lainnya, padahal hukom
yang diturunkan oleh Allah adalah salah
satunya untuk memberikan solusi bagi
mercka yang berperkara agar terhindan
dari hal-hal  yang  dapat memutuskan
hubungan silaturahim,

Untuk mengatast dampak negatif
dari hilangnya data atau tidak jelasnya
harta  peninggalan dapat — ditempuh
dengan beberapa cara yaitu:

a. Pencatatan harta peninggalan
Menurut - Satria - Efendi yang

dikutip olch Syakroni dalam bukunya

konflik Wirnsin

harta (Syakroni,
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20006:57), bahwa istilah yang disebut
kewajiban untuk hiyazah al-mal. Kata
hiyazah berasal dari kata hawzun
yang berarti terkumpul atau sebidang
tanah yang memakai batas yang jelas.

Kata hiyazah bila dikaitkan
dengan  al-mal  (harta) berarti
mengumpulkan dan  menyisihkan
harta serta memberikan batas-batas
yang jelas. Dengan hiyvazah berarti
harta seseorang tersisih dari harta
orang lain dan tidak bercampur,
sehingga akan dapat diketahui batas
dan jumlah harta miliknya.

Dengan mengetahui batas tanah
miliknya dan milik orang lain, akan
dapat  diketahui  jika  adanya
pelanggaran hak dari pihak lain
terhadap haknya, dan sebaliknya ia
sendiri dapat membatasi diri supaya
tidak mengambil hak orang lain.

Selain itu hiyazah al-mal juga
akan memudahkan untuk
menyelesaikan harta warisan disaat
pewaris meninggal. Tidak
terlaksananya hiyazah al-mal, akan
menimbulkan banyak permasalahan,
bukan saja pada masa masih hidupnya
pewaris, tetapi juga setelah ia
meningga dunia. Tidak jelasnya batas

dan jumlah harta yang ditinggalkan
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seseorang akan mengakibatkan
persengketaan di kalangan ahli waris.

Dengan demikian, harta warisan
yang tadinya diharapkan scbagai
rahmat bagi ahli waris dan sebagai
suatu  yang bisa mengingatkan
sescorang kepada orang  yang
meninggalkan harta itu. Dengan
terjadinya sengketa, akan bertukar
menjadi  bahan  gunjingan  dan
memutus hubungan silaturahim. Hal
seperti ini sudah jelas bertentangan
dengan tujuan hukum kewarisan
Islam.

Hiyazah al-mal bukan saja
bermanfaat  untuk  memudahkan
penyelesaian harta warisan, soal jual
beli, Dbertetangga, hibah, sewa
menyewa, wakaf, dan lain
scbagainya.

Dalam kompilasi hukum Islam
di Indonesia, pada Pasal 187 ayat 1,
discbutkan bahwa bilamana pewaris
meninggalkan  harta  peninggalan,
maka olch pewaris semasa hidupnya
atau oleh para pewaris dapat ditunjuk
beberapa orang sebagai pelaksana
pembagian  harta  warisan dengan
tugas:

1) Mencatat dalam suatu daftar harta
peninggalan, baik berupa benda

bergerak maupun tidak bergerak
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h.

yang kemudian disahkan oleh para

ahli waris yang bersangkutan, bila

perlu  dinilai dengan  harga
uangnya;

2) Menghitung  jumlah pengeluaran
untuk kepentingan pewaris sesuai
dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b,
dan c¢. (Kompilasi Hukum Islam,
1991:26)

Dalam konsep hiyazah al-mal

dan pasal 187 ayat 1 sub a dan b

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

dapat dipahami bahwa perlu adanya

pencatatan  harta peninggalan, guna
menghindari pertikaian ketika akan
diadakan pembagian harta warisan

Penerapan daluarsa dalam

pembagian harta warisan

Di dalam kitab fikih disebutkan
bahwa pembatasan, waktu daluarsa
pembagian  harta warisan berkisar
antara 15 tahun sampai 33 tahun.

Mecnurut  Alsyarqawiy, —yang
dikutip oleh Syakroni dalam bukunya
dikatakan

konflik  harta warisan,

bahwa apabila telah Jampau waktu
daluarsa 15 tahun, maka hakim tidak
bolch lagi  menerima gugatan,
sedangkan menurut pendapat A’la Al-
din Afandy, scorang yang tidak mau
menggugat dalam waktu 33 tahun,
padahal tidak ada halangan untuk
maka

menggugatnya, gugatannya
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tidak dapat diterima.  (Syakroni,
2006:59)
Daluarsa ini sangat penting
untuk diterapkan oleh Pengadilan
Agama guna untuk menghilangkan
ketidak

masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi,

pastian  hukum  dalam
manakala suatu gugatan diajukan
setelah berlaku dalam  masa  yang
cukup lama. Mislanya 15 tahun, atau
33 tahun, atau lebih. Kemungkinan
harta peninggalan yang dikuasai olch
masing-masing pihak yang berperkara
sudah hilang datanya.

Pencrapan daluarsa ini pernah
diterapkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Banda Aceh, dengan sural
keputusan nomor: 27/1983.
Selanjutnya keputusan ini dikuatkan
oleh Mahkamah Agung dengan Reg.
Nomor: 64/K/AG/1983, yang

menyatakan bahwa keputusan
Pengadilan  Tinggi Agama Banda
Acch tidak salah dalam menerapkan

hukum. (Syakroni, 2006:60)

. Cara pembagian harta warisan yang

daluarsa

Dari beberapa kasus kewarisan
yang memakan waktu 30 tahun keatas
menunjukkan  banyaknya harta
peninggalan yang hilang atau tidak

jelas, sehingga dapat menimbulkan
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berbagai kesulitan, seperti persoalan
pembagian hasil produktif dari harta
warisan dan hilangnya data harta
peninggalan.

Untuk

posisi kewarisan yang daluarsa adalah

menyelesaikan  kasus
dengan cara munasakhah.
Munasakhah  ialah  menempatkan
bagian para ahli waris kepada orang-
orang yang akan mewarisinya.
Disebabkan para ahli waris generasi
pertama ada yang sudah meninggal
dunia. Scharusnya harta warisan
dibagikan kepada para ahli waris
generasi kedua, kemudian jika para
ahli waris generasi kedua sudah
meninggal dunia, maka peralihannya
dibagikan kepada ahli waris generasi
ketiga dan seterusnya. (Syakroni,
2006:61)

Mempersulit  Penghitungan  yang
Disebabkan Perubahan Nilai Harta

Selain dari pada ketidak jelasan
data dari harta warisan, penundaan
pembagian harta warisan juga akan
mempersulit pembagian harta tersebut
pada masa yang akan datang, apalagi
jika penundaan itu sampai bertahun-
tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli
waris ada yang meninggal.

Penundaan juga dapat berdampak
pada pertambahan dan penyusutan nilai

harta warisan tersebut sehingga kalau
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terlalu lama tidak dibagi maka akan
semakin  sulit  untuk  melacak  dan
menghitungnya secara benar dan akurat.

Sclain itu juga dapat berdampak
ketika harta warisan telah dicuri atau
dirampok, maka akan membuat para ahli
waris tidak  mendapatkan  warisan,
begitupun ketika harta warisan dijadikan
modal usaha oleh salah satu ahli waris,
dan usaha tersebut menjadi bangkrut.
Dalam kasus seperti ini diperlukan
persctujuan dari para ahli waris, agar
segala resiko yang diakibatkan dapat
ditanggung bersama, seperti usaha
bangkrut hingga memaksa harta tersebut
disita. Hal ini menjadi masalah tersendiri
dalam keluarga apabila  harta yang
harusnya dibagi pada saat pewaris

meninggal sudah berkurang atau bahkan

mungkin sudah tidak ada karena
digunakan  untuk  usaha  namun
mengalami Kerugian.

Untuk  menghindarkan  dampak

negatif dari penundaan pembagian harta

warisan maka perlu ada inisiatif dar

para ahli waris untuk melakukan
musyawarah guna menghindari
perselisihan  dikemudian  hari  dan

terwujudnya kemaslahatan sesama ahli
waris. Dalam kajian hukum Islam
kemudharatan harus dihilangkan sesuai

dengan kaedah ushul fikih
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Pnn.dangau Hukum  Islam terhadap
Posisi  Kekayaan — Pewaris ~ Akibat
Penundaan Pembagian Harta Warisan
pada Masyarakat Bugis Bone

Pada dasarnya, hukum asal setiap

muamalah

dalam masalah keduniaan

adalah mubah, dan dianggap haram
setelah ada nas Alquran atau Hadis yang
mengharamkannya.

Dengan

demikian, menunda

pembagian harta warisan,

hukumnya
adalah mubah sepanjang sesuai dengan
prinsip umum dari Alquran dan hadis

Hukum kewarisan yang mengatur
masalah harta benda seseorang sesudah
ia meninggal dunia adalah termasuk
dalam bidang keperdataan. Lebihkhusus
lagi ia termasuk ke dalam bidang hukum
keluarga. Hukum kewarisan memainkan
peranan yang sangat penting bahkan
menentukan dan mencerminkan sistem
serta bentuk hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat.

Dalam hal kewarisan, Rasulullah
menganjurkan untuk tidak meninggalkan
ahli waris dalam keadaan miskin, sebuah

riwayat mengatakan:

P
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Terjemahannya: Telah menceritakan
kepada kami Yahya bin Qaza'ah
telah menceritakan kepada kami
Ibrahim dari Az Zuhri dari
'Amir bin Sa'ad bin Malik dari
bapaknya berkata; "Nabi saw.
menjengukku pada waktu hajji
wada' ketika aku sakit yang
tidak menyebabkan kematian.
Aku berkata; "Wahai
Rasulullah, aku rasakan sakitku
semakin  parah. Begaimana
pendapat anda, aku memiliki
banyak harta namun aku tidak
memiliki orang yang akan
mewarisinya kecuali satu anak
perempuanku.  Apakah  aku
boleh  mensedekahkan  dua
pertiga  hartaku?".  Beliau
menjawab: "Tidak". Dia
berkata; "Apakah boleh aku
bersedekah seperduanya?".
Beliau menjawab: "Sepertiga,
wahai Sa'ad. Dan sepertiga itu
sudah banyak. Sesungguhnya
bila  kamu  meninggalkan
keturunanmu dalam keadaan
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berkecukupan itu lebih - baik
daripada  kamu  meninggalkan
mercka dalam keadaan miskin,
lalu mereka mengemis
meminta-minta kepada
manusia. Dan tidaklah kamu
menafkahkan  suatu  nafaqah
(harta) scmata-mata mencari
wajah (ridha) Allah melainkan
Allah pasti akan memberimu
balasannya, sckalipun satu suap
makanan yang kamu berikan
pada  mulut istrimu." Aku
bertanya, "Wahai Rasulullah,
apakah aku diberi umur panjang
sctelah  shahabat-shahabatku?,
Beliau  bersabda:  "Tidaklah
sckali-kali engkau diberi umur
panjang lalu kamu beramal
shaleh melainkan akan
bertambah derajat dan
kemuliaanmu. Dan  scmoga
kamu diberi umur panjang
schingga orang-orang dapat
mengambil manfaat dari dirimu
dan juga mungkin dapat
mendatangkan manfaat  bagi
kaum yang lain. Ya Allah
sempurnakanlah pahala hijrah
shahabat-shahabatku dan
janganlah Engkau kembalikan
mercka ke belakang." Namun
Sa'ad bin Khaulah membuat
Rasulullah saw. bersedih karena
dia meningal di  Makkah.
Ahmad bin Yunus dan Musa
berkata dari Ibrahim dengan
redaksi; "...Kamu
meninggalkan warisanmu.
(Muhammad bin Isma’il bin
Ibrahim, No. Hadis : 3643)"

Pada  dasarnya, hadis  ini
menjelaskan tentang batasan wasiatdan
juga berpesan bahwa harta bisa saja
diwasiatkan lebih dari sepertiga dari

harta apabila pewaris tidak
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meninggalkan ahli waris, ini dikarenakan
tidak ada kekhawatiran scbagaimana
yang sabdakan Rasulullah

“meninggalkan  keturunanmu  dalam
kcadaan berkecukupan itu lebih baik
daripada kamu meninggalkan mereka
dalam keadaan miskin”(al-Asqalani,
1379:368)

Akan tetapi, juga pada kalimat
tentangharta

terscbut  menjelaskan

warisan,  dimana meninggalkan
keturunan dalam keadaan berkecukupan
lcbih baik daripada meninggalkannya
dalam keadaan miskin, dengan begitu
harta yang ditinggalkan sebaiknya
dibagikan agar dapat dimanfaatkan oleh
ahli waris, agar mereka berkecukupan,
dan tidak dalam keadaan miskin.
Menurut hukum kewarisan Islam
pembagian harta warisan dilakukan
setelah pewarisnya meninggal dunia dan
harta yang dibagikan pada waktu
pewaris masih hidup tidak

diperhitungkan. Dalam hukum

kewarisan berlaku suatu azas, apabila
seseorang meninggal dunia, maka
seketika itu  juga segala hak dan
kewajibannya beralih kepada sekalian
ahli warisnya.(Subekti, 1996:96)

ketika  dikaitkan

dengan hukum Kkewarisan adat yang

Akan tetapi

berlaku di masyarakat Bugis Bone,
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terdapat  dua

asas perlu

yang
diperhatikan yaitu asas Musyawarah dan
asas majjujung mallempa, kedua asas ini
selalu dilakukan oleh masyarakat Bugis
Bone. Pada saat pewaris meninggal dan
sudah

dikeluarkan seperti biaya penguburan,

semua  keperluan  mayyit

hutang dan akan

wasiat, maka
dipanggillah seluruh ahli waris untuk

musyawarah

agar pembagian harta

warisan turut disaksikan oleh para
anggota keluarga, dengan tujuan untuk
memperoleh kata sepakat dari para ahli
waris, agar dapat dibagikan tanpa ada
pertikaian diantara keluarga.

Begitupun dengan asas majjujung
mallempa, pembagian harta warisan
dengan memberikan harta lebih banyak
kepada laki-laki daripada pecrempuan,
dalam kata mallempa yang berarti laki-
laki memikul benda dari kanan dan Kiri
dengan arti

harta,

pada pundaknya,

mendapatkan  dua begitupun

dengan perempuan yang majjujung yang
berarti membawa benda dengan cara
menyimpannya diatas kepala, dengan
arti hanya mendapatkan satu harta.

Pada dasarnya asas ini diadopsi

dari Alquran Surah an-Nisa/4:11.

)
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Terjemahannya: Allah mensyari'atkan

bagimu (entang  (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu bagian scorang anak

lelaki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan.

Alguran dan Sunnah dipandang
telah mencukupi sebagai sumber dan
pedoman hukum yang berkenaan dengan
kehidupan pribadi dan sosial muslimin,
khususnya dalam bidang kewarisan.
Tetapi kehidupan manusia yang terus
meningkatuntuk itu diperlukan alat yang
situasi-

penanganan

berbeda-beda

memungkinkan

situasi  yang dan
memungkinkan kaum muslimin untuk

membuat  hukum-hukum baru yang
relevan dengan kebutuhan mereka.
yang

dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone

Seperti  kebiasaan telah

yaitu menunda pembagian warisan

dengan alasan yang berbeda-beda,
misalnya menunda karena salah satu dari
orang tua masih hidup, karena para ahli
waris belum cukup dewasa untuk
menerima warisan, atau karena mungkin
para ahli waris tidak peduli dengan harta
warisan.

Dengan begitu sangat perlu untuk
mengetahui  dimana posisi kekayaan
pewaris, apakah pembagian kekayaan
pewaris boleh ditunda atau wayjib dibagi

sesegera mungkin,
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Untuk mengetahui apakah

menunda pembagian warisan dibolehkan

atau diharamkan oleh Islam, penulis

dapat melihat dari 2 sisi yaitu:

1. ‘Urf(adat)
Terkait

pembagian warisan di masyarakat Bugis

dengan penundaan

Bone. maka akan berbicara tentang

kebiasaan. dan Kkebiasaan itu disebut
dengan adat atau biasa disebut dengan
istilah "Urf.

‘Urf merupakan salah satu sumber
yang digunakan oleh

hukum para

mujtahid dalam menetapkan suatu
hukum. "Urfitu dibentuk dari kebiasaan-
kebiasaan yang telah dilakukan oleh
masyarakat dan dijalankan terus menerus
baik
perbuatan.(Yahya dan Fatchurrahman,
1986:109)

Dalam hukum

perkataan  maupun

berupa

Islam memang
dimungkinkan adanya akulturasi timbal
balik antara ‘wr/ atau adat kebiasaan
dengan Islam. Para ulama sepakat bahwa
‘urf menjadi unsur yang sangat penting
dalam  menentukan suatu  hukum,
meskipun hanya sebagai sumber hukum
tambahan.( Harjono, 1987:133)
‘Urf ada dua macam, yaitu:
a. ‘Urf sahih, yaitu adat yang berulang-
ulang dilakukan, tclah dikenal oleh

masvarakat dan tidak menyalahi dalil
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syara’ serta tidak menghalalkan yang
haram dan tidak pula membatalkan
sesuatu yang wajib.

b. 'Ur flasid, yaitu sesuatu yang sudah
menjadi tradisi manusia akan tetapi
tradisi itu bertentangan dengan syara’,

menghalalkan  scsuatu  yang

diharamkan dan membatalkan sesuatu

yang wajib. (Khalaf, 1978:893)

atau

hukum tambahan

Adat scbagai
tidak boleh begitu saja diterima sebagai
aturan hukum. Suatu adat baru bisa
diterima sebagai aturan hukum apabila
memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Adat itu bernilai maslahat dan dapat
diterima oleh akal schat.

b. Adat itu berlaku umum dan merata di
kalangan orang-orang yang berada
dalam lingkungan adat itu, atau di
kalangan sebagian besar warganya.

c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam

penetapan  hukum itu telah ada
(berlaku) pada saat itu.
d. Adat  tidak  bertentangan  dan

melalaikan dalil syara’ yang ada atau
bertentangan dengan prinsip yang
pasti. (Syarifuddin, 2001:376)
Apabila syarat-syarat di atas telah
terpenuhi dalam suatu adat, maka ia
dapat diterima sebagai aturan hukum
oleh Islam,

yang  diakui syariat

e e e g T e
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sebagaimana yang telah diakui dalam

kaidah usuliyah yan £ menyatakan:
ERESE SN

Tcrjc:‘qahanya: Adat kebiasaan dapat
dijadikan  hukum.

(Nujaim,
1980:93)

Dasar dari kaedah ini adalah hadis:
% - - "m .\Sc. jéj"“ . d ..]-..,!‘ .‘5“ -,)u

Terjemahannya: Apa yang di pandang
baik oleh kaum muslimin, maka
di sisi Allah pun baik. (al-
Asbahi, 1991:80)

Adat itu berlaku dan diterima olch
orang banyak Kkarena mengandung
kemaslahatan, tidak memakai adat
seperti ini berarti menolak maslahah,
sedangkan semua pihak telah sepakat
untuk mengambil sesuatu yang bernilai
maslahah, meskipun tidak ada nash yang
secara langsung mendukungnya.
(Syarifuddin, 2001:378)

Dengan begitu pada prinsip yang
dijelaskan diatas, telah sesuai dengan
teori yang telah dirumuskan sebelumnya
yaitu Teori Receptie A Contrario, hukum
adat itu baru berlaku kalau tidak
bertentangan dengan hukum Islam
2 Maslahah Mursalah (kemaslahatan)

Maksud syari'at Islam itu tidak lain
untuk  mewujudkan kemaslahatan

manusia, yaitu menarik manfaat dan
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menolak kemudaratan serta
menghilangkan kesusahan.

Maslahah Mursalah menurut para
ulama diantaranya: Al-Ghazali dalam
kitab al-Mustasyfa merumuskan
maslahah mursalah dengan Apa-apa
(maslahah) yang tidak ada bukti baginya
dari syara’ dalam bentuk nash tertentu
yang membatalkannya dan tidak ada
yang memperhatikannya. (al-Ghazali,
1993:311)

Abdul Wahab al-Khallaf memberi
penjelasan bahwa Maslahah mursalah
adalah mashlahat yang tidak ada dalil
syara’ datang untuk mengakuinya atau
menolaknya.(Khalaf, 1996:80)

Menurut mazhab Malik, bahwa
berpegang pada maslahah mursalah

adalah boleh, bahkan bisa dijadikan

sebagai  hujjah  (dasar  hukum).(al-
Razi,1978:222)
Maslahah Mursalah adalah

kebaikan yang tidak terdapat dalam nas
Alquran dan hadis,menurut istilah Usul
Fikih  Maslahah  Mursalah

penetapan ketentuan-ketentuan hukum

adalah

atau masalah yang anjurannya tidak
disebutkan sama sekali dalam Alquran
maupun  hadis, begitupun  dengan
larangannya, penetapannya didasarkan
ataspertimbangan kebaikan dan menolak

kerusakan dalam masyarakat.
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Dari pengertian Maslahah
Mursalah di atas dapat ditank suatu
kesimpulan tentang hakekat “Maslahah
Mursalal™ tersebut sebagai berikut

sesuatu menurut

akal

a. la adalah yang

pertimbangan atau  adat

kebiasaan  dapat  mendatangkan

kebaikan, manfa’at maupun  facdah
yang nyata bagi kehidupan manusia.

b. Kebaikan, manfa’at maupun facdah
tersebut scjalan dan selaras dengan
tyjuan hukum yang ditetapkan olch
Syari’.

Secara umum tidak didapatkan suatu

(o]

dalil yang spesifik baik dari nash

Alquran  maupun  hadis

yang
mengakui ataupun yang membatalkan
kemaslahatan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam penggunaan  Maslahah
Mursalah scbagai  dasar hukum, para
ulama sangat berhati-hati dalam hal itu,
tidak

menctapkan hukum Islam berdasarkan

schingga terbuka pintu  untuk

hawa nafsu dan Keinginan perorangan.
Untuk itu mercka menetapkan 3 (tiga)
syarat dalam menggunakan Maslahah
Mursalah  scbagai  dasar  hukum.
(Khallaf, 1993:128) Tiga syarat terscbut
adalah sebagai berikut :

merupakan

a. Maslahah tersebut

maslahah yang nyata (hakiki), bukan
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b.

mastahah  ditetapkan  berdasarkan

dengan dugaan (zanny) yaitu suatu
ketentuan hukum (tidak ada nashnya)
yang bilamana diterapkan benar-benar
dapat mendatangkan kebatkan yang
menghilangkan

nyata  dan  dapat

mudharat. Adapun ketika Ketentuan
hukum (yang tidak ada nashnya) yang

bilamana diterapkan, diduga akan

menimbulkan kebaikan dan

menghilangkan atau menolak

kemudharatan, maka ketentuan itu

discbut maslahah yang zanny.

Maslahah  tersebut  berlaku  secara

umum, bukan mas}Hahlahyang

bersifat individual, yaitu ketentuan

yang  bila  dilaksanakan  akan
mendatangkan kebaikan bagi
kebanyakan  umat  manusia  pada
umumnya. Bukan hanya

mendatangkan  kebaikan bagi orang
scorang alau beberapa orang saja. Jika

demikian, maka  tidak  dapat

ditetapkan suatu hukum, karcna ini

akan merealisir  kebatkan  sccara

khusus, misalnya  bagi  scorang
pemimpin atau bagi kalangan elit
saja, tanpa memperhatikan mayoritas
umat manusia.

berdasarkan

Pembentukan  hukum

maslahah  ini  tidak  bertentangan

dengan hukum atau prinsip hukum

s et GBS
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yang telah ditetapkan berdasarkan
nash atau ijma’. Maka tidak sah
mengakui maslahahyang menuntut
adanya persamaan hak antara kaum

laki-laki dan kaum perempuan.

Urf dan

merupakan alat

Maslahah  Mursalah

untuk  menetapkan
hukum yang mempunyai suatu kesamaan
yaitu, dipakai ketika suatu perbuatan
tidak memiliki nas atau dalil yang
membolehkannya ataupun melarangnya.

Penundaan  pembagian  harta

warisan adalah salah satu perbuatan yang
tidak mempunyai nas secara jelas dalam

Alquran dan hadis, sehingga

membutuhkan penetapan hukum yang
dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan
perbuatan tersebut.

Pada hadis Rasulullah saw.
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Terjemahannya: Telah menceritakqn
kepada kami Abdul A'la bin
Hammad -yaitu An Narsi- telah
menceritakan  kepada  kami
Wuhaib dari Ibnu Tawus dari
Ayahnya dari Ibnu Abbas dia
berkata,  "Rasulullah  saw.
bersabda:  "Berikanlah  harta
warisan kepada yang berhak
mendapatkannya,  scdangkan
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sisanya untuk laki-laki yang
paling dekat garis
keturunannya." (Muslim bin al-
Hajjaj bin Muslim, No. Hadis :
3028)

Pada dasarnya hukum membagi
harta warisan adalah wajib, namun bagi
ahli waris menerima bagian harta waris
adalah hak sebagaimana dikatakan oleh
hadis sebelumnya. Hanya saja ahli waris
bisa menerima atau menolak atau
menerima lalu diberikan pada orang lain
bahkan diterima tapi belum dimiliki. Ini
artinya, jika semua ahli waris yang
berhak setuju untuk menerima atau
dengan kata lain sudah mengetahui
haknya masing-masing dan
menangguhkannya untuk diterima secara
individu dengan tujuan tertentu, maka
perbuatan tersebut tidak ada masalah.

Olehnya itu jika melihat dari sudut

pandang “Urf atau adat,

kekayaan
pewaris dapat diposisikan sebagai harta
yang pembagiannya dapat ditunda, dan
penundaan tersebut termasuk perbuatan
yang tidak berlawanan dengan syara’.
akan tetapi ketika dilihat dari sudut
pandang  Maslahah  mursalah, hal
tersebut termasuk pada perbuatan yang
dapat menghasilkan kemudaratan dan

dapat juga menghasilkan kemaslahatan.

Untuk  menghindari masalah
dikemudian hari,pembagian harta
warisan  sebaiknya  dimusyawarahkan
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agar dapat diketahui hak masing-masing
ahl waris, hanya saja jika para ahli waris
sepakat untuk menunda pembagiannya
untuk  dimiliki secara individu untuk
maksud  tertentu,  maka  perbuatan
tersebut tidaklah menjadi persoalan jika
itu dianggap bermanfaat, dan apabila
dihawatirkan akan menjadi  persoalan
dikemudian hari, maka harus dibagi
dengan segera.

Dengan begitu pembagian  harta
warisan dengan scgera adalah hal yang
paling diutamakan, karcna harta warisan
adalah hak bagi scluruh ahli waris. Dan
menunda  pembagian  harta  warisan
adalah hal yang kedua sctelah ahli waris
scpakat untuk  menunda hak  yang
dimilikinya.

Hanya saja menunda pembagian
harta warisantentunya juga akan sepakat
dengan menanggung segala resiko yang
ditimbulkannya. Allah pun
menganjurkan agar musyawarah
dijadikan sebagai alat untuk dijadikan
solusi dalam segala hal persoalan, akan
tetapi tidak dengan kesepakatan yang
melenceng terhadap kebaikan.

Allah berfirman dalam surah al-

Imran/3 ayat 159:
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Terjemahannya @ Maka dischbabkan
rahmat  dari  Allah-lah  kamu
Berlaku lemah lembut terhadap
mercka. Sckiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah
mercka menjauhkan  diri - dan
sckelilingmu, karena itu
ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah  ampun  bagi
mercka, dan bermusyawaratlah
dengan  mercka  dalam  urusan
itu[246). kemudian apabila kamu
telah membulatkan tekad, Maka
bertawakkallah  kepada — Allah.
Sesungguhnya  Allah - menyukai
orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.

Dan jugu pudu QS Asy-yura/42:38.

TR IR T LT
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Terjemahannya : dan (bagi) orang-
orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan
mereka  (diputuskan)  dengan
musyawarat antara mercka; dan
mercka menafkahkan  scbagian
dari rezki yang Kami berikan
kepada mereka.

Selain ayat di atas juga dijelaskan
dalam hadis yang riwayatkan oleh Abu

Hurairah ra berkata:
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Terjemahannya: Telah menceritakan
kepada kami Hannad berkata, telah
menceritakan  kepada kami  Abu
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru
bin Murrah dari Abu'Ubaidah dari
Abdullah ia berkata, "Ketika perang
badar usai dan para tawanan
didatangkan, Rasulullah saw. bersabda:
"Apa pendapat kalian mengenai para
tawanan itu...lalu perawi menyebutkan
kisah yang panjang dalam hadis ini."
Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga
ada hadits dari "Umar, Abu Ayyub,
Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini
derajatnya hasan. Abu’Ubaidah belum
pernah mendengar dari  bapaknya.
Telah diriwayatkan pula dari Abu
Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah
melihat seseorang yang paling sering
bermusyawarah dengan para sahabat
selain dari pada Rasulullah
saw."(Muhammad bin ‘Isa bin saurah
bin Musa, No. Hadis : 1636)

Dalam segala praktek pembagian
warisan baik secara adat, maupun
dengan cara yang disyariatkan oleh
[slam, maka terlebih dahulu diawali
dengan musyawarah, apabila jalan
wusyawarah tidak dapat menghasilkan

kata sepakat, maka barulah harta terscbut

dibagikan sesuai petunjuk syar’i.
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Dengan  demikian,  keckayaan
pewaris diposisikan sebagai harta yang
pembagiannya wajib dan juga scbagai
harta yang bolch ditunda, yaitu ketika
didahului dengan musyawarah yang
menghasilkan kata sepakat maka harta
ditunda

warisan  dapat dengan

menanggung  segala  dampak  yang
ditimbulkannya, akan tetapi ketika salah
satu pewaris menuntut agar harta
warisan dibagikan dengan segera, maka
harta tersebut wajib dibagi, dengan
artian lebih mendahulukan pembagian
harta warisan dengan segera daripada

menundanya.

Penutup

Kesimpulan

Latar belakang tertundanya

pembagian warisan dikalangan
masyarakat  Bugis Bone, lebih
didominasi kepada adanya musyawarah
atau kesepakatan diantara para ahli
waris, tentunya dengan menanggung
segala resiko yang ditimbulkan padanya,
disamping itu penyebab tertundanyanya
pembagian warisan disebabkan karena
inisiatif ahli waris untuk kelangsungan
hidup para ahli waris yang lain yang
belum dewasa, begitupun juga dengan
ditundanya pembagian warisan karcna
para ahli waris berada diperantauan,
sulit untuk

schingga sangat
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melaksanakan  musvawarah  pembagian

wansan,

Akibat dari tertundanya pembagian
harta  wansan  berdampak  pada
banvaknya harta warisan yang tidak
jelas, data harta menjadi hilang, schingga
mengundang  ahli waris  yang lemah
imannya untuk  memanipulasi  harta
wanisan yang berdampak pada tidak
harmonisnya  hubungan  silaturahim
antara keluarga, disamping itu harta
warisan  vang ditunda pembagiannya
akan mempersulit pembagian warisan
dikemudian hari, apalagi jika terlalu
lama akan membuat nilai dari harta
tersecbut  menyusut  ataupun  malah
meningkat, selain itu ahli waris bisa saja
menjadi  tidak  mendapatkan  warisan
samasckali dikarenakan harta tersebut
habis digunakan hanya kepada scorang

ahli wans saja.

Pandangan hukum Islam terhadap
penundaan  pembagian harta warisan,
pada dasarnya menimbulkan banyak
keburukan termasuk dapat memakan hak
orang lain dengan cara batil, dan juga
termasuk  perbuatan  zalim,  karena
persclisihan  dan  putusnya  hubungan
silaturahim  antar  Keluarga  karena
sebagian merasa dizalimi oleh saudara
dan keluarganya sendiri, tetapi ketika

keburukan dapat dihindari dan menunda

AL-RISALAH | Juli - Desember 2018

pembagian  warisan  lebih bermanfaat
untuk kemaslahatan keluarga atau ahli
waris maka  penundaan  tersebut
dibolehkan selama tidak merugikan ahli
waris yang lain. Oleh karena itu harta
kekayaan pewaris diposisikan sebagai
harta yang pembagiannya bolch ditunda
selama ahli waris yang lain scpakat

untuk menundanya.

Saran-saran

Dalam penelitian ini, penulis

merasa kurang mendalami

sangat
tentang pendapat para bangsawan yang
lebih paham terhadap hukum kewarisan
adat masyarakat Bugis Bone yang
membuat penulis kurang memberikan
analisis  terhadap  kebiasaan  yang
dilakukan orang-orang terdahulu pada
masyarakat Bugis Bone, olchnya itu
penulis menyarankan agar penelitian
selanjutnya lebih mengarah kepada
penelitian kuantitatif yang
mengumpulkan pendapat-pendapat para
ahli dan dianalisis dalam bentuk karya

tulis 1lmiah.

Agar masyarakat terhindar dan
persoalan  yang  dapat  membual
hubungan silaturahim menjadi  tidak
harmonis, sebaiknya pembagian harta
dilakukan Apabila

dengan  segera.

mengalami kesulitan dalam pembagian
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harta yang tertunda, maka disarankan
bermusvawarah  dengan menghadirkan
sescorang vang dapat menjadi penengah
Ketika terjad masalah atau
menghaditkan seorang yang ahli dalam

Kewarisan,
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Untuk  semua kalangan untuk
mempelajari dan - memben  pelajaran
tentang ilmu wans agar terjadi saling
pengertian  antar  keluarga  dikala
pembagian harta warisan. dan menjadi

penengah  diantara  orang-orang  yang

bermasalah tentang warisan
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